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PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG
DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA TELUK RHU
KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS

ABSTRAK
ARAFIK

Badan Permusayawaratan Desa adalah suatu tatanan pemerintah yang
berfungsi sebagai Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama
Kepala 'Desa;» Menampung dan_.menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
Melakukan pengawasan kinerja-Kepala ‘Desa. Keberadan BPD. pada pemerintahan
desa tentunya memberikan harapan yag besar kepada masyarakat desa untuk
terwujudnya suatu pemerintahan desa yang bersih, kuat dan baik. Kehadiran BPD
setidaknya dapat memberikan suatu penyimbang kekuasaan pada level pemerintahan
desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana
pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara
Kabupaten Bengkalis, dan untuk mengetahui dan menganalisa kendala apa saja yang
dihadapi dalam menampilkan Peran Badan Permusyawaratan Desa Teluk Rhu
Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis dalam menanggapi aspirasi
masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan
menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif.adalah penelitian yang mencoba
memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, atau
kelompok tertentu. Hasil penelitian Peran BPD Dalam Pelaksanaan Menampung dan
Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis dari
jawaban informan terkait strukiur sosial dalam Jpelaksanaannya belum mengikuti
aturan yang ada pada Peraturan‘Menteri ‘Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
Tentang Badan Permusyawaratan Desa belum terlaksana dengan baik, dan dalam hal
ini peran BPD belum bisa dirasakan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari hasil
wawancara diatas Secara keseluruhannya peran BPD: dalam menampung dan
menyalurkan aspirasi-masyarakat belum memberikan dampak yang baik terhadap
pembangunan di Desa Teluk Rhu ini. Seperti belum adanya pembangunan akses jalan
yang telah disampaikan oleh masyarakat.

Kata Kunci : Peran, Badan Permusyawaratan Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat
Utara Kabupaten Bengkalis.
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ROLE OF VILLAGE AGENCY AGENCY IN ACCEPTING AND
DISTRIBUTING COMMUNITY ASPIRATION TELUK VILLAGE RHU
KECAMATAN RUPAT UTARA BENGKALIS DISTRICT
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BAB |

PENDAHULUAN

menjaga k

salah satu

pemimpin

Pola pemukiman berdasarkan keturunan atau ikatan emosional kekerabatan
berkembang terus baik dalam ukuran maupun jumlah yang membentuk gugus atau

kesatuan pemukiman.

! Wahjudin Sumpono dalam buku Startegi Pembangunan Daerah. HIm 225.



Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja pemerintah di semua tingkatan
khususnya Pemerintahan Desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan
Pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam
Masyarakat. Reformasi dan Otonomi Daerah.sebenarnya adalah harapan baru bagi
Pemerintah dan Masyarakat Desa untuk membangun Desanya sesuai kebutuhan dan
aspirasi Masyarakat. Bagi sebagian besar-aparat Pemerintah Desa, Otonomi adalah
suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas mereka dalam mengelola
Desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa harus melalui
rute persetujuan Kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi. Hal itu jelas
membuat Pemerintah Desa semakin leluasa dalam menentukan program
pembangunan.yang akan dilaksanakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan
Masyarakat Desa. Sementara itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di
dalam era Otonomi Daerah~adalah semakin transparannya pengelolaan Pemerintah
Desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung
maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya roda Pembangunan

Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayahnya. Dalam rangka
melaksanakan tugas yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga



legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang
memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan,
Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat.Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah
Desa ditetapkan menjadi Peraturan’ Desa.] Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga
pengawasan memiliki Kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi

Peraturan Desa serta Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes).”

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan di Desa
juga harus melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya. Secara umum
pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintah desa akan mampu memberikan
dampak positif bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pelayanan kebutuhan masyarakat

dan publik hendaknya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana
menciptakan kehidupan  demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik
sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram,
dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi
kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa

pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk

? Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta:
Erlangga.
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melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauhmana,

seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya.3

Salah satu dari penyelenggara erintah desa adalah Badan

0& ndang Nomor
m‘-'« tan Desa (BPD)
merupak erta membahas dan
menyepaka penyelenggaraan
pemerintah partisipasi dalam
upaya pros a dan/atau Badan
Permusyawarata : dapat untuk menf : enggara Musyawarah

Desa.’

artikulator antara masyarakat desa ¢ pejabat atau instansi yang berwenang.
Tugas dan peran tersebut diwujudkan dalam proses pembuatan peraturan desa dengan

memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tentunya dalam melaksanakan fungsi BPD

¥ Ibid 43
* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
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yaitu menetapkan peraturan, pihak Badan Permusyawaratan Desa melakukan

musyawarah dengan mengadakan rapat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1,

adalah
untuk ngat inta ntingan  masyarakat
setempat herdz ) sa mas 3l ust atau hak tradisional
yang di akui da d a Kesatuan Republik

Indonesia

Salah sa 10as p g dilaksana usyawaratan Desa
(BPD) adalah ke an dalam.menyalurka ' katkan kehidupan
masyarakat des ia ’ ahun 2014 Tentang

Desa, fungsi Bada enurut | an.Menteri Dalam Negeri

Desa;
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan
Desa
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Dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 31 yaitu sebagai berikut:

a. Menggali aspirasi masyarakat;

b. Menampung.aspirasi masyarakat;

I. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan

lembaga Desa lainnya; dan

m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan



Menampung Aspirasi Masyarakat yaitu, menanggani dan menyalur aspirasi
yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang
Keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa BPD memiliki kedudukan
hukum yang kuat dalam mekanisme kontrol-terhadap pelaksanaan Pemerintahan
Desa. Hal itu merupakan hasil dari keberadaan anggota BPD yang dipilih oleh rakyat
desa yang memenuhi syarat,~dan| difiarapkan, anggota BPD dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik. Mengingat strategisnya kedudukan dan fungsi BPD dalam
pengembangan demokrasi dan otonomi di tingkat desa, maka anggota BPD
hendaknya merupakan figur yang berkualitas, amanah; serta mampu memahami dan

melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik dan benar.°

Badan Pemusyawaratan Desa yang ideal adalah Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) yang menjalankan fungsinya dengan baik sesual yang diamanatkan
dalam undang-undang. Adapun, Fungsi BPD-dalam arti sempit yaitu menetapkan
PERDES bersama Kepala Desa, serta. menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat, sedangkan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara
luas meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Berdasarkan
fungsi BPD diatas maka kedudukan BPD.menjadi sangat penting dalam pemerintahan
di desa. Fungsi tersebut dibutuhkan kualitas anggota-anggota BPD yang handal

dalam berperan sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan tanggung jawabnya. ’

® Rahyunir Rauf dan Sri Maulidia. 2016. Badan Permusyawaratan Desa, Nusa Media
Yogyakarta. HIm 33
7 Nurman, 2017. Strategi Pembangunan Daerah. Rajawali Pers. Depok. HIm 234.



Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil penduduk desa yang dipilih dari
dan oleh penduduk desa yang mempunyai fungsi mengayomi, adat istiadat, membuat
peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu BPD
dan kepala desas menetakan..peraturan desa. Dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan

melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Desa Teluk Rhu adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Rupat
Utara, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, di Desa Teluk Rhu mempunyai sumber
daya alam yang sangat menarik dari pariwisata pantai pesona yang memiliki agenda
dari beberapa item wisata yang mempunyai daya tarik masyarakat luar untuk
menikmatinya, dalam proses dari beberapa item wisata yang mempunyai daya tarik
untuk masyarakat luar untuk dinikmatinya, dalam proses pemerintahan Desa Teluk
Rhu melibatkan berbagai komponen dalam.menjalakan birokrat pemerintahan Desa
layaknya dengan Desa-desa lain yang berada di Riau. Salah satunya adalah peran
Badan Permusyaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tupoksinya sebagai pengawas
dan menampung aspirasi masyarakat di Desa dan menyelenggarakan sistem

pemerintahan Desa di Desa Teluk Rhu.

Semestinya benar-benar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat tersebut, termasuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
Untuk itu Desa Teluk Rhu dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa atau sebutan lain yang merupakan mitra Pemerintahan Desa. Dengan kehadiran


http://www.wikiwand.com/id/Rupat_Utara,_Bengkalis
http://www.wikiwand.com/id/Rupat_Utara,_Bengkalis
http://www.wikiwand.com/id/Kabupaten_Bengkalis
http://www.wikiwand.com/id/Riau

Badan Permusyawaratan Desa tersebut diharapkan dapat menyalurkan pembangunan
dan kehidupan masyarakat Desa, tahap dalam menerapkan keputusan dan kebijakan
dalam tupoksi membuat Peraturan Desa bersama-sama Kepala Desa melalui proses

menampung sertaimenyalurkan.aspirasi masyarakat di Desa Teluk Rhu.

BPD dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan BPD sebagai
sebuah institusi yang memiliki-kekuasaan-politik yang besar di tingkat Desa. Selain
kekuasaan kepala desa yang selama ini telah ada. Bahkan dengan fungsinya sebagai
lembaga pengawas, yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa, kedudukan
BPD lebih kuat dibandingkan kepala desa sebagai-refrensi mayarakat Desa.
Kedudukan yang kuat ini juga dapat dilihat dari tugas dan wewenang BPD dan hak
yang dimiliki. Diantara tugas dan wewenang yang dimaksudkan adalah mengusulkan
pengesahan dan_ pemberhentian - Kepala Desa. 'Hak BPD antara lain meminta

keterangan kepada Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa.”

Dalam kaitan ini maka BPD maupun Pemerintah Desa diDesa Teluk Rhu
harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, kapabel, cakep dan dapat
diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan dalam mengelola aspirasi
Pemerintah Desa dan BPD semestinya mampu memberikan respon terhadap setiap
percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang. Hal ini dalam meningkatkan

kinerja Pemerintah Desa keduanya tidak berkolaborasi secara harmonis,

8 Effendy, khasan, 2010, Penguatan Pemerintahan Desa, Indra Prahasta, Bandung
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mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjawab untuk mewujudkan keinginan

dan aspirasi masyarakat.

ankan tupoksinya

ngsi BPD adalah

Spirasi masyarakat

aparat desa dan

alankan fungsinya.

Permusyawaratan Desa Teluk Rhu belum memaksimalkan aspirasi masyarakat
dengan baik dalam hal pembangunan sosial dan fisik, hal ini dapat dilihat dari
pembangunan akses transportasi untuk menuju tempat wisata yang ada di Desa Teluk

Rhu jauh dari kata baik.

10



Akses jalan Desa Teluk Rhu masih banyak yang belum memadai, hal ini bisa
dilihat banyak akses jalan yang belum baik serta banyak akan kotoran-kotoran hewan
seperti sapi, sehingga dalam hal pembangunan sosial berdampak kurang baik dan
menghambat tumbuhnya wisatawan lokal serta menggurangi keindahan alam yang

mengakibatkan kerugian pada masyarakat setempat.

Dari gejala diatas dapat kita lthat bahwa Badan Permusyawaratan Desa di
Desa Teluk Rhu memiliki kekurangan atau kelemahan dalam menjalankan fungsinya,
seharusnya para wakil desa tersebut mampu mendengarkan aspirasi masyarakat dan
membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Desa. BPD di Desa Teluk Rhu
menjadi pembicaraan yang menarik mengingat lembaga tersebut merupakan lembaga
yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam menampung aspirasi
masyarakat di lingkungan Desa Teluk Rhu, dengan mengoptimalisasikan peran dan
fungsinya. Dari latar belakang, tersebut maka\ peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam
Menampung dan  menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Teluk Rhu

Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis”.

1.2. Uraian Masalah

Dalam hal ini penulis menguraikan masalah yang ada di Desa Teluk Rhu
Kecamatan Rupat Utara Provinsi Riau, disini penulis melihat beberapa permasalahan
yang menyangkut Birokrat di Desa Teluk Rhu salah satunya Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) dimana tugas dan fungsinya sebagai pengawas serta menampung aspirasi
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masyarakat khususnya di Desa Teluk Rhu belum terlaksanakan hal ini dikarenakan
kurang maksimalnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Teluk Rhu dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satunya adalah kurangnya tanggapan BPD

2. Untuk mengetahui dan menga Kendala apa saja yang dihadapi dalam
menampilkan Peran Badan Permusyawaratan Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat

Utara Kabupaten Bengkalis dalam menanggapi aspirasi masyarakat.
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1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis,. hasil penelitian ini harapkan dapat memperkaya

| kebijakan dalam
syawaratan Desa di
epada masyarakat dan
diharapkan dapa Pemerintah Desa

sebagai salah s

13



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB Il
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1. Konsep Teoritis

’

N AL
=
2

:\Ea\“‘?it\'@

dan terlihat

terkadang

penanggul

2.1.1. Pemerintahan Daerah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan

° Amirin, Tatang M.2000,Menyusun Recana Penelitian,Jakarta; Raja Grafindo Persada
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dan keleluasan kepada derah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemberian
kewenangan otonomi kepala daerah yang terdiri dari daerah provinsi, daerah
kabupaten dan kota yang yaitu daerah provinsi diberikan kewenangan secara terbatas
yang meliputi kewenangan yang. tidak atau.belum dilaksanakan oleh daerah atau
kabupaten kota. Melalui otonomi diharapkan daerah akan mandiri dalam menentukan
seluruh 'kegiatannya dan pemerintahan’ pusat. diharapkan mamupu memainkan
perannya dalam membuka peluang memajuykan ~ daerah “dengan melakukan
identifikasi potensi sumbr-sumber pendapatanya dan mampu.menetapkan belanja
daerah secara ekonomi wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah
meningkatkan  Kinerja mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasanya

maupun kepada‘masyarakat.*

Pelaksanaan desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah tidaklah
sedemikian mudahnya memenuhi.keinginan daerah bahwa dengan otonomi daerah
segalanya akan berjalan lancar dan mulus. Keberhasilan otonomi daerah sangatlah
bergantung pada pemerintahan daerah dalam hal ini adalah DPRD dan Kepala
Daerah, serta perangkat Daerah lainnna. Dengan demikian, perlu adanya hubungan

yang harmonis antara DPRD dan Kepala Daerah

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat pasal 18 UUD 1945
menjadi dasar dari berbagai pruduk undang-undang dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Tujuan pembentukan

" HAW Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta, Raja grafindo 2013. HIm
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daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan public guna
mempercepat terwujudnya ksejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana

pendidikan politik ditingkat lokal.

Hubungan pemerintah pusat-dengan daerah dapat dirunut dari alenia ketiga
dan keempat  pembukaan UUD 1945. Alinea ketiga membuat pernyataan
kemerdekaanbangsa Indonesia- ‘Sedangkan- alinea keempat memuat pernyataan
setelah menyatakan kemerdekaaan, yang pertama kali dibentuk adalah pemerintahan
Negara Indonesia yaitu pemerintahan Nasional yang bertanggung jawab mengatur
dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas pemerintah
Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dantumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut
memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial. Selanjutnya tpasal 1 UUD=1945 menyatakan bahwa “Negara
Indonesia adalah Negara kesatuan yang terbentuk republik” Konsekuensi logis sebgai
Negara kesatuan adalah dibentuknya  pemerintah Negara Indonesia sebagai
pemerintah nasional “untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional
tersebutlah yang kemudian membnetuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Kemudian pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa
“Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi

yang seluas-luasnya ‘“Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepad daerah

16



diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu
melaui otonom luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan
mampu meningkatkan dayawsaing dengan.~memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta - potensi dan

kenakaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonom yang selua-luasnya kepada daerah dilkasnakan
berdasarkan prinsip Negara kesatuan.dalam Negara kesatuan kedaulatan hanya ada
pada pemerintahan Negara atau pemerintahan Nasional dan tidak ada kedaulatan pada
daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah,
tanggung jawab akhir penyelenggaran pemerintah daerah akan tetap pada pemerintah
pusat. Untuk itu Pemerintah Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan
dengan pemerintah nasional:, Pembedanya~‘adalah terletak pada bagaimana
memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan Kkreativitas Daerah untuk
mencapai tujuan nsional tersebut ditingkat lokal yang pada giliranya akan mendukung

pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu
kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenanagan untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahanyang diberikan oleh pemerintah pusat ke Daerah dan
dalam pelaksaanya dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh

perangkat-perangkat Daerah.

17



Urusan Pemerintahan Daerah berasal dari kekuasaan pemerintah yang ada
ditangan Priseden, Konsekuensi dari Negara kesatuan adala tanggung jawab akhir
pemerintahan terakhir ada pada tangan Prisiden. Agar pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang diserahkan.ke Daerah berjalan sesuai denga kebijakan Nasional
maka Prisiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan Pemerintahan-Daerah.

Penyelenggaran pemerintahan daerah diarahkan untuk mmepercepat
terwujudnya  kesejahteraan ~ masayarakat melalui  peningkatan  pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan sumber daya saing
daerah dengan memperhatikan prinsip Demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhasan
suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indanesia. Efisinsi dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih
memperhatikan aspek-aspek-hubungan antara-pemerintahan pusat dan daerah dan
antar daerah, potensi dan kenaekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan

persaingan global dalam kesatuan sistem peneyelenggaraan pemerintahan Negara.

Undang-Undang Nemor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak
sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan
pemerintahan daerah sehingga perlu diganti, oleh karena itu, pemerintah kemudian
menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan daerah. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “ Pemerintahan Daearah adalah Kepala
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Negara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahn yang menjadi kewenangan daerah otonom”.
Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 UU Pemda menyatakan bahwa: “DPRD adalah

sebagai  unsur

legislatif, dan

mandat rakysz ksa m ng diserahkan kepada

Kepala Dae

pembentukan .pe : 3 Kepala Daerah

melaksanaka 8 atas perda ebi aerah, dalam mengatur

undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan

guna memudahkan pengaturannya secara terintergrasi.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah

Pemerintahan Kabupaten Bengkalis beserta daerah lainnya. Sehingga tujuan utama
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dibentuknya pemerintahan daerah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat
sehingga setiap warga dapat menjalni kehidupan secara tenang, tentram, dan damai.

Pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut

an serta masyarakat

emerintah daerah,

tanah air, tanah asal, atau tanah kela Dari perspektif geografis, desa atau village

yang diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than
and town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan
untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang

diakui dalam Pemerintahan Nasiona dan berada di Daerah Kabupaten.
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Desa menurut HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi

Desa” menyatakan bahwa:** Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

dihuni ole erintahan sendiri

(dikepalai pok rumah di luar

kota yang merupa

dengan nama lain, sela " masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas ah ya erwe untuk mengatur kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan s dan adat istiadat setempat yang diakui

" prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada.
Jakarta.HIm.3

12 R. Bintaro, Dalam Interaksi Desa—Kota dan Permasalahannya (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1989).

3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013. HIm.2.

' Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa.
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dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang

Desa dan adat atau yang disebut de ama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui
pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemrintahan ataupun dari
pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran
dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipai, otonomi asli,

demokratisasi dan pemberdayaan-masyarakat.

Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusy

awaratan dalam mengatur dan mengurus «kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ‘Merupakan suatu kegiatan
pemerintah, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata
kelola (disingkat penyelenggara), p ataur, yang dikenal .selama ini sebagai
“Pemerintahan”.  Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan

Pemusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan (Paraturan )

Menurut Zakaria dalam Wahjudin “Sumpeno dalam Candra Kusuma, *
menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah,
yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta

berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan

> Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa
DalamPemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi
Publik , vol I, No. 6.
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pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6
menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat

Kesatuan

pemerintah da

pemerintahg

sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan
mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya

setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga

18 pasal 6 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
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memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan

perwujudan Otonomi Daerah.

a berdasarkan hak

kewenangan

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaknt, Desa berhak:

a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul,

adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;

'7 peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
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b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;

c. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban;

ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar
dusun, keempat, factor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran,
sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya

kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat
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istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata

pencaharian masyarakat.

2.1.3. Konsep Pemerintahan

artinya dividu dengan
individu, ” elompok. Gejala
ini terdapa : eorang atau suatu

koordinasi pemeri ) at deng - aupun rakyat denga

pemeintahan

benar.'®

Max \Webber v Jak lain merupakan apapun
yang berhasil m secara ekskutif berhak
menggunakan kekuata aturan-aturanya dalam suatu

wilayah tertentu. Atas ekskutufisme Ut sebuah pemerintah memiliki paling tidak
tiga hal pokok yaitu pertama, memiliki angkatan perang mempertahan kan negaranya

dari serangan dan invansi Negara lain, kedua, pemerintah harus memiliki sautu

' Talizuduhu Ndaraha, 2010, Metedologi Ilmu Pemerintahan, PT Rineka Cipta, Jakarta,hlm
6.

% Syafiie, Kencana, Inu, DR 2011. Manajemen Pemerintahan. Pustaka Reka Cipta , Jawa
Barat, him 14.
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lembaga yang bertanggungjawab secara legislatif dalam membuat hukum bagi
prsoses penyelenggaraan pemerintahan, dan ketiga, pemerintahan harus memiliki
kemapuan keuangan yan memadai bagi upaya membiayai penyelenggaraan rumah

tangga suatu Negara.?’

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pemerintahan dapat dibagi dalam arti luas
dan sempit, pemerintahan dalam-arti ltas adalah urusan yang dilakukan oleh Negara
dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara.
Sedangkan dalam arti sempit adalah menjalankan tugas ekskutif saja.”* Pemerintahan
adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini.-la menjadi bermakna
ketika mampu _member arti seluas-luasnya bagi kemaslhatan banyak orang. Kondisi
ini mensyaratkan agar pemerintah dapat berkembang sebagai cara pengelolaan
kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui
distribusi nilai secara wajar-dan merta. Dengan,_pemahaman itu, maka keterlibatan
semua masyarakat sebagal pemetik manfaat dalam segala proses pemerinthan
diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmari oleh setiap orang.
Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai Segala sebaliknya, yakni dapat

menimbulkan dampak brurk dan penderitaan dimana-mana.

Ilmu pemerintahan juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana

melakasanakan koordinasi dan kemampuan bidang legislasi, ekskusi, dan yudikasi,

2% abolo Muhadam, 2011, Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan
pengembangannya, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, him 27.
21 yusril Munaf, 2016, Hukum Administrasi Negara, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.
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dalam hubungan pusat dan daerah anatar lembaga serta antara yang memerintah
dengan yang diperintah.” Sedangkan fungsi pemerintah menjadi dua macam, yakni

funsi primer dan fungsi skunder. Fungsi primer adalah merupakan fungsi yang terus

mempeljari
akan jasa-
diterima) p

o
o
g
o

pelajari tentang cara

?2 Syafiie,Inu Kencana, 2007. llmu Pemerintahan Edisi Revisi. Mandar Maju , Bandung, him
36.

 Talizuduhu Ndaraha, 2011, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta: Rineka
Cipta,him 7.
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a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan

menjaga agar tidak terjadi pembrontakan didalam yang dapat menggulingkan

pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

e.
f.

g alam dan lingkungan

0ses yang bertujuan untuk

memenuhi dan melindungi kek an utan yang diperintah akan jasa public

dan layanan civil.

Pemerintah adalah badan organ yang berwenang memproses pelayanan public
dan memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan

pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan pada saat
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diperlukan sesuai dengn tuntutan yang diperintah. Kemudian pemerintahan adalah

sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan bagaimana

manusia itu diperintah.

i‘ L ok ami pemerintaha dalam kontek

<

ada antara sturuktur pemerintah

awal kejadiannya, ment Qt o

(AN 2
dengan rakyat adalah hubunga J menguatkan, yaitu bahwa pemerintah
disuatu sisi berkewajiban mengikuti dan mentaati pemerintah berdasarkan

kewenangan dimilikinya.
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2.1.4. Teori Pemerintahan

Pemerintah dapat diartikan sebagai goverment dan bisa juga diartikan

pemerintahan 2* . llmu_Pemerintahan sebagai ilmu_pengetahuan yang bertujuan

baik dan benar ¢ asistiono melihat ilmu pakan ilmu yang
mempelajari h : yat 0 gi'Negara (pemerintah)

dalam kont

meningkatkan kemampuan masya neningkatkan moral masyarakat yang

2 Taliziduhu , Ndraha, Kybernologi beberapa konsep Utama, Sirao Credentia
Center, Tangerang, Banten 2005, hal 142

% Taliziduhu, Ndraha, Kybernologi Sebuah Scientific Movement, Sirao Credentia Center,
Tangerang , Banten 2005,Hal 166

%% Inu Kencana Syafi’ie, Pengantar Ilmu pemerintahan , Bandung , refika Aditama, 2001, hal.
47

%" sadu Wasistiono, Diktat Kuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan, Program Pasca Sarjana
MAPD STPDN, Jatinangor, 2001
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dilandasi berbagai aturan yang mengikutinya baik tertulis maupun tidak tertulis yang
dibuat pemerintah Pemerintah pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan
dimana sebuah wilayah yang dihuni oleh manusia mengalami serba kekacauan.
Keadaan itu memaksa untuk -membentuk kelompok dari gangguan kelompok lain.
Dalam _perkembangannya kelompok terkuat menjadi kelompok istimewa untuk
melakukan apa saja bagi kepentingan:dan penyelamatan masyarakat dan kelompok
terkuat menjadi minoritas yang memiliki otoritas tak terbatas dengan tujuan yang

dapat mereka ciptakan atas nama kelompok mayoritas atau rakyat.?

Beberapa ahli yang mendefenisikan pemerintahan dan ilmu pemerintahan itu
sebagai berikut

1. Menurut Rosenthal®.ilmu pemerintah adalah ilmu yang menggeluti studi

tentang penunjukkan cara kerja kedalam dan keluar dan proses
pemerintahan umum.

2. Menurut Wilson3%-Pemerintah adalah'suatu pengorganisasian kekuatan,
namun tidak selalu ‘berhubungan ‘dengan organisasi kekuatan angkatan
bersenjata, tetapi dua atau kelompok orang dari sekian banyak kelompok
orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan
maksud-maksud bersama mereka, dengan hal- hal yang memberikan
keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan kelompok.

3. Menurut Ndraha llmu Pemerintahan.adalah ilmu yang mempelajari
bagaimana memenuhi dan'melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang
akan jasa publik “dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan

28 Sebuah keadaan yang digambarkan oleh Thomas Hobbes “Semua Melawan semua” dan
dielaborasi secara dramatis oleh Ryaas Rasyid, dalam Makna Pemerintahan, Jakarta 1997. Hal 1-5
dalam buku Muhadam Laboho, Memahami Ilmu Pemerintahan ;suatu kajian teori, konsep dan
pengembangannya. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hal 15-16

29 Rosenthal dalam Inu Kencana syafei dan Andi Azikin, Perbandingan Pemerintah, Refika
Aditama, Bandung, 2007, hal 7

% Wwilson dalam Inu Kencana Syafei dan Andi Azikin, perbandingan pemerintah , Refika
Aditama, Bandung, 2007, hal 8
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sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh orang yang
bersangkutan.

4. Menurut Soemendar® pemerintah sebagai badan yang penting dalam
rangka pemerintahannya, perlu memperhatikan pula ketentraman dan
ketertlban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan
’ masyarakat, en pengaruh  lingkungan,

: seluruh  lapisan

sekelomp s a asai_atau ata daerah sebagai
bagian dari ecar C 3 pada perdamaian dan
kesejahtera asyaraka : : an_pemerintah bersifat
dinamik, berger: erubah amika g sub kultur ( sub
kultur ekonom: '
dapat dikatakan bahwa intah merupakan.Kombinasi da engaturan berbagai
bidang kehi

politik.*

kegiatan, struktural, fungsional maup gas dan wewenangnya.

% Soemendar, dalam Inu Kencana Syafei dan Andi Azikin, perbandingan Pemrintah , Refika
Aditama, Bandung, 2007, hal 10

* Taliziduhu, Ndraha , Kybernologi sebuah profesi, Sirao  Credentia Center, tangkerang
Banten, hal. 13
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Pemerintah seharusnya bekerja menurut fungsi- fungsinya yang telah banyak
dirumuskan oleh sarjana pemerintah seperti Rosenbloom atau Goldsmith yang lebih

menegaskan pada fungsi Negara. ** Sementara itu dari aspek manajemen,

memberi  petunjuk,

(public se pembangunan

(developme am masyarakat,

pemberdaya n masyarakat dan
i sehingga menjadi
kondusif bagi b ) a I nukakan bahwa untuk

a.>* Artinya fungsi

Dalam pandangan lain Pemerintah adalah” segenap alat pelengkap Negara

atau lembaga- lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai

% Dalam Hamdi, Bunga Rampai Pemerintahan, Jakarta, Yasrif Watampone , 2002, hal 8- 11
dalam Mahadam Labolo, Memahami IImu Pemerintahan; Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan
pengembangannya . Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006.hal 22

* Ryaas rasyid ,pemerintah yang amanah,Binarena Prawira,Jakarta, 1998, hal 38
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tujuan Negara. ** Adapun yang dilakukan pemerintah adalah dalam rangka
melaksanakan tugas Negara sehingga pemerintah sering kali disebut juga sebagai

representasi Negara dan Pemerintah merupakan satu- satunya lembaga pada tingkat

pelayanan
sendiri, teta

dan setiap a

mencapai ke

* Taliziduhu Ndraha, prospek pemerintah desa pada Milenium Ketiga, Jurnal llmu
Pemerintahan, edisi 6, Jakarta 1997, hal . 1

% Muhadam Labolo, memahami Illmu Pemerintahan; Suatu kajian, Teori, Konsep dan
pengembangannya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Hal. 25

%" peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9

36



(sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa

dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antar Kabupaten.®

Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam projek
pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena
merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk
sebuah peningkatan kualitas hidup' dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang
harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan
pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan
yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera,

dan berkeadilan.®®

Karena pembangunan.desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk
mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksnaakan
secara sistematis; konsisten, dan-berkelanjutandengan jalan fasilitasi, supervisi, dan
pendampingan. Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting
dalam konteks pembangunan nasioanal. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu
memebicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga
sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusi
adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di

desa.

*® Wahjudin, dalam Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta, PT. RajaGrafindo
Persada, Cetakan ke-1, 2015, Hal: 266-267
* Adisasmita, Rahardjo, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta, Graha llmu,
2006, Hal: 3
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Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk
menunjang adanya pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat

dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya

sendiri.

pingan. Karena

yang masuk ke

perubahan sosial di masyarakat desa sendiri dan memberikan arti desa sebagai sebuah

basic perubahan.
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2.1.6. Tujuan dan Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam suatu pembangunan desa, bisa dilakukan dengan baik dan terarah

sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut:*

3.
4 embagaan dalam
bangunan desa di
bagi menjad : le 2 ang dan pembangunan desa
jangka pende ujudnya peningkatan
kesejahteraan n melalui peningkatan
kesempatan kerj patan  berdasarkan pada
pendekatan bina lingkung usia, dan secara tidak langsung
adalah meletakkan dasar-dasar yang bagi pembangunan nasional.**

Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan

efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan

“% Ibid Hm 67
*! Adisasmita, Raharjo, Pembangunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi,
Konsep Desa Pusat Pertumbuhan, Yogyakarta, Graha llmu, 2013, Hal: 57
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sumber daya manusia dan sumber daya alam. Memaknai beberapa pendapat
mengenai tujuan pembangunan desa menurut beberapa teori para ahli, bahwasannya
hakikat tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup dari
masyarakat desa.melalui kegiatan-kegiatan. pencapaian tujuan dari berbagai bidang
(sosial, -ekonomi, pendidikan, sarana kesehatan, budaya, agama, politik, dan
keamanan) secara berkesinambungan ‘dengan tetap mengedepankan kesamaan hak

sekaligus tetap menjunjung tinggi keadilan seluruh masyarakat.

Melakukan misi menjadikan sebuah desa menjadi mandiri ini adalah hal yang
sangat penting. Membangun suatu hal harus dimulai dengan yang namanya proses
perencanaan. Kalau membicarakan masalah pembangunan desa maka kita harus
mengetahui proses dari perencanaan pembangunan desa yang baik. menciptakan
sebuah pembangunan desa yang efektif, bukan semata-mata karena adanya
kesempatan. Namun merupakan hasil dari penentuan beberapa pilihan yang akan di

ambil dalam prioritas kegiatan.

Proses perencanaan yang baik, maka akan menimbulkan sebuah program yang
baik pula. Dan dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah akan membutuhkan
partisipasi masyarakat untuk ikut -bekerjasama dalam menjalankan program tersebut.
Wujud nyata sebuah kewenangan dalam mengatur pembangunan desa adalah pada
proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan
pembangunan. Dalam perjalanan kegiatan perencanaan pembangunan seorang

pendamping ini harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dengan hanya ia
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dapat memahami dinamika masyarakat dan pemerintah desa dalam hal perencanaan,

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Karena pemahaman pendamping akan perencanaan pembangunan serta

¢
berenjang meliputi:* . o
\ U

a. Rencana Pembanguna engah Desa (RPJMDes) untuk jangka

waktu 6 (enam) tahunan; dan

*> Kessa, Wahyudin, Perencanaan Pembangunan Desa, Cetakan Pertama, Jakarta,

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015,
Hal 19
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b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja
Pemerinah Desa (RKP DESA), memrupakan penjabaran dari RPJM Desa

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

B <S5 Vyantt m@
"

SN

EYA L)

bersama-sa h

o
’ mberdayaan, dan
e
merugikan f
ketika dila

o |

o

‘uﬂ imbulkan masalah
g

bahkan elompok  maupun

harapkan didengar oleh atasannya, pedaan status antara sender dan receiver

dapat memnjadi hambatan bagi proses komunikasi yang efektif. Oleh sebab itu untuk

menciptakan komunikasi efektif perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana

dikemukakan oleh Gibson (1984:14) sebagai berikut :
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. Mengadakan tindakan langsung (following up)

. Mengatur arus informasi (regulation information flow)

. Memanfaatkan umpan balik (utilizing feedback)

hubungan personal dengan pegawai lainnya, hubungan dalam pekerjaan akan
berpengaruh pada kinerja lainnya seperti : kepuasan, keterampilan,

kesesuaian, dan ketepatan.
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3. Dalam fungsi manajemen ambigu, yakni motivasi berganda yang muncul

akibat kurang jelasnya tujuan organisasi. Komunikasi merupakan alat untuk

mengatasi dan mengurangi ketidakjelasan (ambiguity) yang melekat dalam

itu sendiri
antara : atasa-bawahan ahan satu da nemanfaatkan berbagai
saluran yan

digunakan

Hasil penelitian itu mensys bahwa untuk menyampaikan informasi
kepada pegawai dengan tepat, ternyata kombinasi saluran tulisan dan lisan

memberikan hasil terbaik. Mengirim pesan yang sama melalui lebih dari satu saluran

* Erliana Hasan, Komunikasi Pemerintahan, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), him.
101-102.
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terasa berlebihan. Hal ini ternyata membantu tidak hanya dalam menyampaikan pesan

tetapi juga dalam memastikan bahwa pesan tersebut akan diingat.

Artinya untuk menmyampaikan informasi kepada pegawai dengan tepat,

iy disay yejepe il udwnyo(]
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5. Keandalan informasi.

Komunikasi mempunyai sejumlah pengaruh baik terhadap tipe, sasaran, tugas

pemerinthan termasuk pemeliharaan hubungan, tanpa adanya sarana dan fasilitas

* 1bid HIm.122-124.
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untuk hubungan komunikasi segala arah dalam suatu kegiatan akan sulit diketahui
apa yang sudah dicapai, apa yang akan di [raih dan bagaimana kendala dalam

pelaksanaan pekerjaan, sehingga sulit bagi organisasi untuk mengevaluasi pekerjaan.

inan dalam menelorkan

“ adukan aktivitas
kerjasama. A

hubungan

AR AN
S LLEY

(@ ‘ﬁ
.“i
@

at variabel yang berperan penting dalam
pencapaian keberhasilan implementasi, empat variabel tersebut adalah, komunikasi,

sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

* Ibid HIm.125
% Dwiyanto Indiahono, Kebiajakan Publik, Berbasis Dynamic Policy Analysis, Penerbit Gava
Media, Yogyakarta, 2009, him 31-32.
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a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat
dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana
program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group).
Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara
baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan
program. _Ini,. menjadi penting karena«“'semakin tinggi pengetahuan
kelompok sasaran atas. program maka akan mengurangi tingkat penolakan
dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam
ranah yang sesungguhnya.

b. Sumber Daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh
sumber daya yang memadat, baik sumber daya manusia maupun sumber
daya finansial. Sumber daya manusia ‘adalah  kecukupan baik kualitas
maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok
sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas
sebuah  program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam
implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan
implementor kebiajkan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan
seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan
program/kebijakan. Tanpa ada dukungan - finansial yang memadai,
program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan
sasaran.

c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada
implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh
implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor
yang memiliki komitmen yang tinggi-dan jujur akan senantiasa bertahan
diantara hambatan yang di temui dalam program/kebijakan. Kejujuran
mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang
telah di gariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya
membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program
secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik
implementor dan kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran. Sikap
ini akan menurunkan. resistensi.dari masyarakat dan menumbuhkan rasa
percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan
program/kebijakan.

d. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting
dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua
hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana
sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah di tetapkan
melalui standar operating procedur (SOP) yang di cantumkan dalam
guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka
kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah di pahami oleh
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siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor.
Sedangkan struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya
pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara
cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur di desain secara ringkas
dan fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hirarkhis
dan birokratis:

2.1.8. Masyarakat

Masyarakat Kehidupan masyarakat dapat dikatakan sebagai sistem sosial oleh
karena didalam masyarakat: terdapat unsur-unsur’sistem sosial.“Secara garis besar,
unsur-unsur sistem sosial dalam masyarakat adalah orang-orang yang saling
tergantung antara satu sama lainya dalam suatu keseluruhan. Dalam ketergantungan
itu sekumpulan manusia yang terintegrasi yang bersifat lebih kekal dan stabil. Selama

masing-masing individu dalam kelompok masyarakat itu masih-saling tergantung dan

masih memiliki kesamaan dan keseimbangan perilaku, maka selama itu pula unsur-
unsur sistem sosial menjalankan fungsinya. Sedangkan secara khusus dan rinci unsur

sistem sosial dalam masyarakat adalah Status, peranan dan perbedaan sosial dari

individu-individu yang saling berhubungan dalam suatu struktur sosial.*’

Seorang filosof barat untuk pertama kalinya menelaah masyarakat secara
sistematis adalah Plato, *® seorang. filosof “Romawi. la menyatakan bahwasanya
masyarakat sebenarnya merupakan refleksi dari manusia perorangan. Suatu

masyarakat akan mengalami kegoncangan, sebagaimana hal-nya manusia perorangan

" Abdulsyani, Sosiologi-Sistematika, Teori Dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Hal
129-130.

*® Filosof Yunani kuno Plato. Plato menulis tak kurang dari tiga puluh enam buku, minat
utamanya adalah mengabdi kepada kepentingan masyarakatlah yang bisa diterima ke dalam (kelas
guardian)
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yang terganggu keseimbangan jiwanya yang terdiri dari tiga unsure yaitu nafsu,
semangat dan inteligensia. Inteleigensia merupakan unsur pengendali, sehingga suatu

Negara sebenarnya juga merupakan refleksi dari tiga unsur yang berimbang atau

g muncul akan sangat

timbal baliknya itu

* Soerjonoo Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),
Hal 29.

> Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik Dan Modern, (Jakarta: Gramedia Pustaka,
1994), Hal 257-258.
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2.1.9. Peran
Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi

bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.>* Peran adalah bentuk dari

a sesuai dengan
n. Keduanya tidak

sebaliknya. Setiap

yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial

tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya

> W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984,
him. 735

> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013,
him.212-213.
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karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan
konotasiaktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran

manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisah

dari status.

struktur sos

Ma erge penda bahwa le) dipilih secara
baik karena dalam masyarakat
dimana dia emainkan beberapa

peranan sepe

ribut sebagai akibat

dari status, dan a @ ggota lain dari masyarakat

polla prilaku kolektif yang secara n@ pisa diharapkan oleh seseorang dari orang-
orang lain, sedangkan peranan adalah pola prilaku kolektif yang diharapkan oleh

orang lain terhadap seseorang”.

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa “ Peranan merupakan aspek dinamis

kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan
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kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan ”.Peranan adalah suatu perbuatan
seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya

sesuai dengan ststus yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia

organisasi yarakat. P : ngsi, penyesuaian diri,

dan sebaga

serta menja

.53

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat
seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

%3 Ibid HIm. 244.
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2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam

masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur

yang berada.d yvarakat terka an ke annya, konsep-konsep
yang dilakuka 2seorang jﬂ' dudukannya, serta

aspek ketiga ya aku s ang yang pe Sial masyarakat.

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian
peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan

bermasyarakat.

** Ibid 48
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2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi

permusyawarat rwakila alimat ini endapat bahwa “sistem

pemerintahan Negara Unda ang L dua asas yaitu:

apa yang akan diperbuat dan

menentukan kehendak q : 1enen
Aggas®

menentukan pula bagaimana Ca sehingga disebut kedaulatan tertinggi
berada ditangan rakyat.Asas permusyawaratan perwakilan ini, sesungguhnya
merupakan pemerintahan rakyat, dimana rakyat menunjuk wakil-wakilnya untuk

duduk didalam suatu badan perwakilan rakyat, untuk membawa keinginan dan

>* Joeniarto, 1990, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara, Rineka Cipta, Jakarta, h. 9.
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kehendak rakyat sehinga badan ini nanti mempunyai peran penting dalam

menentukan soal kenegaraan.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

dari pe
Desa me

tentang Desa

berkembang di De

pembangunan;

b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama
pemerintah Desa;

c. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi

yang diterima dari masyarakat kepada pejabat dan instansi yang berwenang;
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d. Pengawasan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan

Desa dan Peraturan Perbekel.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa

pengucapan S ta nji 3 awaratan Desa dapat
dipilih pali
Adapun persy alon L E aratan Desa menurut

ketentuan

a.
b kan Undang-undang
mempertahankan dan
Indonesia dan Bhineka

c. Berusia paling rendah 20 (due tahun atau sudah/pernah menikah;

d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

e. Bukan sebagai perangkat pemerintah Desa;

*® Taliziduhu ndraha, 1991, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, PT Bumi Aksara, Jakarta,
h. 24
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f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan

g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan Badan Permusyawaratan di tingkat

Desa, Pemerinta esa, dal asyaraka Jgarakan oleh Badan
Permusyawarata esa L : t strategis dalam
penyelenggaraa emerintahan. Desa. N t erupakan forum dari

pemangku ke

pembentukan badan usaha milik De ambahan dan pelepasan aset desa serta

kejadian luar biasa.”’

>’ Ni* Matul Huda, 2015, Hukum Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang, h. 206
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Secara kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak, adapun
hak Badan Permusyawaratan Desa ditegaskan didalam pasal 61 Undang-undang No 6

Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya. Badan Permusyawaratan Desa berhak:

mengajukan pertanyaan;

c. menyapaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan

e. mendapat tunjangan dari anggaran pendapatandan belanja Desa.
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Selain itu di dalam pasal 63 diatur juga tentang kewajiban anggota Badan

Permusyawaratan Desa yang bunyinya sebagai berikut:

a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang

b. gender dalam
C. lanjuti  aspirasi
d pribadi, kelompok,
e.

f 1 kerja dengan lembaga

pasal 64 yaitu:
a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa,

dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
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b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau

jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang

akan dilakukannya;

menentukan keberhasilan pembangunan. Pemerintah Desa mempunyai tugas secara
langsung memberikan pembinaan dan pengarahan kepada rakyat supaya masyarakat
turut serta dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dan akan dapat mencapai

hasil yang sudah direncanakan.

60



un ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

IS.JI9AI

nery we[sy sej

Dengan pencapaian hasil dan tujuan sesuai dengan direncanakan sehingga
tingkat kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat bisa terwujud.

Kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat merupakan dari tujuan Negara dan

artinya dari

disamakan penge i ’ adi pengawasan termasuk

Dalam suatu Negara yang berkembang pengawasan sangat penting baik

pengawasan secara vertical, horizontal, exsternal, internal, preventif maupun represif

*% Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam
Lingkungan Aparatur Pemerintah, Cet. Il, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 19.
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agar maksud atau tujuan telah ditetapkan tercapai. Pengawasan telah diklasifikasikan

menjadi beberapa macam pengawasan yaitu:

a. Pengawasan langsung dan tidak langsung.

Melalui pengav lapa eta [ atu berja engan rencana, sesuai
intruksi ata
bekerja un
efisien dan efe au : Ba r Desa menyelenggarakan

pemerintaha i da erencanaan ya ) dengan kegiatan

kepada kebijakan yang telah

Desa. Pengawasan yang Q @ ““1@

disepakati bersama yaitu prog ABPDes serta berbagai Peraturan
Perundang-undangan oleh pemerintah Desa. Tujuan dilakukan pengawasan agar suatu

kegiatan berjalan sesuai dengan rencana menacapai hasil yang telah diprogramkan.

> Ibid. him 27.
% Josef Riwu Kaho, 2005, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, cet, V11,
PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 182

62



2.1.12. Tugas dan Fungsi Pemerintah

Menurut perspektif kyhetnologi, Pemerintah itu adalah pelayanan kepada
manusia dan masyarakat.®**’Dibentukkan suatu system pemerintahan padaha kekatnya
adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. .Pemerintahan berfungsi sebagai

provider yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.”®

Fungsi pemerintahan ‘dibagi_menjadi empat/bagian, yaitu pelayanan (publik
service), Pembangunan (development), Pemberdayaan (empowerment), dan
pengaturan (regulation). Dengan mengutip Rosecek dalam Rasyid mengemukakan
bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, Maka lihatlah pemerintahanya. Artinya
fungsi-fungsinya dengan baik,tugas pokok selanjutnya menuritnya adalah bagaimana
pelayanan dapat membuahkan _keadilan, .pemberdayaan yang membuatkan

kemandirian, Serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.®

Terkait dengan pelayanan, Ndra. lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan
sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu
dikelompokkan menjadi layanan sipil dam jasa publik. Layanan sipil bersifat
pelayanan yang mesti dilakukan terhadap erang perorangan, Pribadi atau privat
Sedangkan jasa publik bersifat kolektif, Karena itu bernilai istimewa. Fungsi ini

kemudian melahirkan definisi penting tentang pemerintahan sebagai suatu

%1 Ndrah Talidzuhu, 2005. Banten. Kybenorlogi Beerapa Kontruksi Utama, Jilid 1, Penerbit
Rineka Cipta, hal 192

52 Ndrah Talidzuhu, 2003. Jakarta. Kybenorlogi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1, Penerbit
Rineka Cipta, hal 76

%% Rasyid Muhammad Ryass,1988. Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia, Jakarta, Yarsif
Watampone, hal 102
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ilmu,dimana pemerintahan mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi
kebutuhan dan tuntutan tiap orang atau jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan

pemerintah sehingga diterima padasaat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.®

secara empiri 3 an jadi ‘selam: asih bercirikan : berbelit-

belit, lambat, v a sering terjadi karena

® Ndaraha Taliziduhu, 2003. Jakarta Budaya Organisasi, Edisi Il, Penerbit Rineka Cipta
% P Sinambela, Ilmu dan Budaya, 1992. Perkembangan llmu Administrasi Negara, Edisi
Desember. Halm=. 198.
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berdiri sesungguhnya adalah unutuk kepentingan masyarakat pelayanan terbaik

kepada masyarakat.®

Osborne dan plastrik mencirikan pemerintah (birokrat) sebagai mana

pembangunan sebagai suatu usaha at gkaian usaha pertumbuhan dan perubahan

6 Budiman Rush, Pelayanan Publik Diera Reformasi, www.pikiran-rakyat.com edisi 7 juni

2018
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yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan

pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.®’

Menurut Ginanjar Kartasasmita memberikan pengertian yang lebih sederhana,
yaitu pembangunan Sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui
upaya yang dilakukan secara terencana.®® Pemikiran tentang pembangunan pada
awalnya diartikan sama dengan modrenisasi-dan industrialisasi, bahkan pembangunan
dengan westernisasi. Pemikiran tersebut didasarkan oleh pada aspek perubahan,
perkembangan, = dan moderenisasi serta industrialisasi secara keseluruhan
mengandung unsur perubahan. Namun keempat hal tersebut mempunyai perbedaan
yang cukup prinsip, karena masing-masing mempunyai-latar belakang, asas hakikat

yang berbeda meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan.

Pembangunan development adalah proses perubahan mencakup seluruh sitem
sosial, politik, ekonomi, Cinfrasturktur/, ipertahanan, pendidikan, teknologi,
kelembagaan, dan budaya.®® Portes mendefiniskan pembangunan sebagai tranformasi
ekonomi, sosial,” dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang

direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.’

®" Riyadi danDeddy S.B, 2003, Perencanaan Pembangunan Daerah : Startegi Menggali
Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta : Gramedia

®® Kartasasmita, Ginandjar. 1994. Perencanaan Pembangunan Nasional : Berbagai
Tantangan dan Permasalahanya Memasuki PJP 11. Malang

® Alexander, Abe. 2001. Perencanaan Daerah Mmeperkuat Prakarsa Rakyat Dalam
Otonomi IODaerah. Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama.

" ibid
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Kemudian Tikson menyebutkan bahwa pembangunan nasional dapat diartikan
pula sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui
kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur
ekonomi dapat dilihat melalui.peningkatan. atau pertumbuhan produksi yang cepat
disektorindustri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional
semakin besar.”* Sebaliknya_kentrubusi pertanian akan menjadi semakin kecil dan
berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrilisasi .dan modernisasi ekonomi.
Transformasi.sosila dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melaui
pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber
daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas,
rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan
tranformasi budaya sering dikaitkan dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan
nasionalisme, di samping adanya perubahan nilai dan nerma yang dianut oleh
masyarakat, seperti perubahan dan. spritualiseme ke matrialisme/sekularisem.
Pergeseran dari penilaian yang tinggi terhadap penguasaan materi, dari kelembagaan

tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi disemua aspek kehidupan
masyarakat, ekonomi, sosial, budaya dan politik yang berlansung pada level makro
(nasional) dan mikro ( community/group). Makna penting dari pembangunan adalah

adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi.

' Sumaryadi, | Nyoman, 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan
Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Citra Utama
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Para ahli diatas berpendapat bahwa pembangunan adalah semua proses
perubahan yang dilakukan melaui upaya-upaya secara sadar dan terencana,

sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai

perubahan dala y ar I gknya, baik ekonomi,

industri, sosia ’ . . \_ “ arah pada perbaikan,

) '&3 | enggali konsep-konsep

pembangunan secara i ‘ % h

q‘r sederhana pembangunan dapat
» | |\ R
diartikan sebagai suatu upaya an perubahan menjadi lebih baik, yaitu
adanya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan terpeliharanya lingkungan
(kesolehan sosial) serta lingkungan alam yang lestari. Sampai saat ini belum

ditemukan adanya kesepakatan yang dapat menolak pernyataan tersebut.
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Hal ini diperkuat oleh Siagian bahwa pembangunan diartikan sebagai suatu
perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang

lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu

2.1.14. Manajemen Pemerintaha

Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu management
yang berasal dari kata kerja to manage berarti kontrol. Dalam bahasa Indonesia

manajemen dapat diartikan: mengendalikan, menangani, atau mengelola. Menurut

72 Nugroho, Riant. 2006. Manajemen Pembangunan Indonesia. Jakarta :Gramedia
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Ndraha dalam bukunya Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) | disebutkan bahwa
istilah manajemen datang dari bahasa Inggris management. Istilah ini terbentuk dari
akar kata manus, tangan, yang berkaitan dengan kata menagerie yang berarti
beternak. Menagarie juga berarti_sekumpulan binatang liar yang dikendalikan di
dalam pagar. Kata manus berkaitan dengan kata manage yang berasal dari bahasa
Latin mansionaticum yang berartt pengelolaan rumah besar. Manajemen mempelajari
bagaimana menciptakan effectiveness usaha (doing Tright things) secara efficient
(doing things right) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka
mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan (Ndraha, 2011: 159).

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan
melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam
melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut G.R. Terry dalam bukunya
Prinsip-Prinsip Manajemen mengenai fungsi-fungsi manajemen ;"

1. Fungsi Perencanaan (Planning)

Planning ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok
untuk mencapai tujuan yang digariskan, planning-mencakup kegiatan pengambilan
keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan.

2. Fungsi Pengorganisasian (Organizing)
Organizing mencakup : (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang

dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas

® Terry, George R, 2013. Prinsip-Prinsip Manajemen, Bandung: Bumi Aksara.
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kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (c)
menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi.
3. Fungsi Penggerakan (Actuating)

Actuating.mencakup kegiatan yang.dilakukan oleh.seorang manager untuk
mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan
pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapattercapai.

4. Fungsi Pengawasan (Controlling)

Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-
kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan
penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan
dapat tercapal dengan baik. Istilah manajemen pemerintahan. Istianto dalam bukunya
Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik mengatakan bahwa : "
“Manajemen pemerintahandiartikan pada bagaimana Secara organisasional untuk
mengimplementasikan kebijakanpublik.\Dengan demikian manajemen pemerintahan
lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang
dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan”.
(Istianto, 2011: 29)

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dilinat bahwa di dalam manajemen
pemerintahan juga menyorotl proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia di dalam

kerangka negara kesatuan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam

" Istianto, Bambang, 2011. Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik),
Jakarta : Mitra Wacana Media.
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pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari penggunaan asas penyelenggaraan
pemerintahan di daerah. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang

pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih

aliziduhu Ndraha

an Baru) Jilid 1

digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.

3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan; dilakukan untuk menggerakkan

sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.

" 1bid HIm 159
® Ndraha, Taliziduhu, 2011. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1, Jakarta: Rineka
Cipta.
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4. Kontrol pemerintahan; dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada
perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber
pemerintahan tersebut

2.1.15. Ulasan Karya

Penelitian ini adalah tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam
Menanggapi Aspirasi Masyarakat " Desa | Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara
Kabupaten Bengkalis, dimana sebelumnya pernah dilakukan penelitian tesis pada
tahun 2016 oleh Azmi Nurhakiki dengan judul Kinerja Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Universitas Lampung.

Perbedaan penelitian masalah Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam
Menanggapi Aspirasi Masyarakat Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara
Kabupaten Bengkalis adalah bahwa pada penelitian sebelumnya yaitu, dimana
penelitian sebelumnya lebih, menekankan pada sproses Kinerjanya Kinerja Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Universitas
Lampung tentang dilapangan sedangkan pada penelitian ini yang sekarang penulis
lebih menekankan pada Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menanggapi
Aspirasi Masyarakat Desa Teluk Rhu"Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis
Sedangkan persamaanya adalah sama-sama mengkaji Badan Permusyawaratan Desa
Dalam Menanggapi Aspirasi Masyarakat. Pandangan penelitian sebelumnya oleh
peneliti Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Aspirasi
Masyarakat adalah tentang bagaimana upaya Kritikan terhadap studi sebelumnya

kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat.
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2.2. Kerangka Pikir

Peran

( Role (A

Peraturan Men
Nomor 110 Ta
Tentang Tugas
Permusyawarata

N

Bengkalis : Kurang Baik

aspirasi masyarakat Desa

-

Struktur Sosial
Peran BPD dalam
menampung dan
menyalurkan aspirasi
\masyarakat j

\

am Menampung dan menyalurkan
ecamatan Rupat Utara Kabupaten

Gambar 2.1. Kerangka Pikir
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2.2.1. Konsep Operasional Penelitian

Konsep Operasional merupakan batasan-batasan termenologi yang terdapat

dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Konsep bukan merupakan gejala yang akan

. Peran adala aya atau up ‘ - pemerintah yang
memiliki jab emerintah desa agar ung dan menyalurkan
aspirasin ma at de encapai huh dan berkembang

mencapa

oleh pemerintah dan masyarakat ‘agar kesejahteraan dan kemakmuran dapat

tercapai di semua bidang pembangunan.
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4. Pembangunan desa adalah suatu upaya dan usaha perubahan, pertumbuhan,

pengembangan, dan pemeliharaan baik pembangunan fisik maupun non fisik desa

yang dilakukan secara sadar.

5. Peran pemeri aha-usaha dan upaya-

L L TTEEER R N )

i\i % s

‘\\\\\\\‘%\

%
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BAB 111

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

lagi, Akan tetapi
oleh  Badan
Permusyawa

Utara Kabupate i i ep ak.mengetahui tugas dan

memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, atau

kelompok tertentu.”” metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan

77 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya,1998), h. 11.
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untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent)

tanpa membuat perbandingan, atau menghubungan variabel satu dengan variabel

yang lain. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data
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Tabel. 111.1. Informan

NO Informan Jumlah

diperoleh melalui teknik wawancara langsung dengan informan atau melakukan

observasi terhadap Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis.
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b. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari

sumber-sumber yang telah ada Di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara

lokasi penelitian
untuk melih care ) : ! edang berlangsung.

Alat pengu an data ar checklist atau catatan harian.

hermat penulis bentuk ini sepertinye eksibel, dimana penulis dapat bertanya
langsung kepada informan tentang fakta —fakta suatu peristiwa disamping opini yang
ada. Pada beberapa situasi penulis bahkan bisa meminta informan untuk
mengetengahkan pendapatnya  sendiri tentang peristiwa tertentu, dan bisa

menggunakan proposisi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya.
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c. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006 : 158) “ Dalam melaksanakan dokumentasi peneliti

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan—

usyawaratan Desa
Dalam Menanggapi i e U Kecamatan Rupat Utara

Kabupaten Bengka 2 , sini bahwa, analisis

memilih mana yang penting dan'y di pelajari, dan membuat kesimpulan

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.”®

78 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: IKAPI, 2011)
Cet. Ke-13. h.244.
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3.7. Rencana Jadwal Penelitian

Tabel 111.2. Rencana Penelitian

Jenis — = - -
NO Kegiatan e - -"‘ Y April Mel
b A B K Wolh ‘e‘ 1]2]3[4]1]2]3
| | Penyusunan |
U ,.@ﬁﬁﬁﬂlm.k
2 | Seminar UP q
3 | Riset F
- Penelitian
E? 4 Lapangan
-
= Pengolahan
I_=_f 5 | dan analisis
= data
= Konsultasi
« 6 | Bimbingan
i Tesis
B 7 | Ujian Tesis
> Sumber : Da
ﬂ
E!
B 3.8. Rencana S
=
= bentuk tesis ini dibahas

dengan yang lainya yaitu

BAB |

: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas, dan padat yang

mengambarkan dengan tepat isi Proposal Tesis meliputi latar belakang,
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identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian.

BAB Il : KAJIAN KEPUSTAKAAN
dan padat tentang
gka pemikiran,
yatakan hipotesis.

BAB Il :
lasi dan Sampel;
nik Pengumpulan
ulisan; dan Jadwal

BAB IV

Aspirasi Ma - § ecamatan Rupat Utara, Kabupaten

Bengkalis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil

penelitian
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

kepulauan, den 5 adals 3 ‘ cﬁ en ini berada di

Bengkali g B c dari Pul matera.
engkalis Pule ulau Sumatera

bahwa Pula a a sung i esar di kabupaten ini

adalah kota il : da Kabupaten Bengkalis

Triangle (IMT-GT). Letak geografis Kabupaten Bengkalis terdiri dari pulau-pulau
dengan daerah pantai pesisir yang menghadap langsung ke Selat Malaka dengan

pemandangan yang indah sangat menjadi perhatian para turis, berpusat di Pulau
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Rupat. Untuk akomodasi bagi para pengunjung, maka disediakan beberapa hotel di

Bengkalis, Duri, Sungai Pakning dan Tanjung Lapin serta Rupat Utara.

Kota Bengkalis_ Sebenarnya mempunyai potensi pariwisata yang cukup
besar.Hal ini _di tunjukkan dengan cukup banyaknya bangunan-bangunan tua
peninggalan zaman kolonial Belanda yang masih terawat dengan baik. Salah satunya
seperti penjara peninggalan Belanda'yang-dibangun,pada tahun 1883 yang dijadikan
cagar budaya oleh pemerintah daerah kabupaten Bengkalis.Pada saat ini penjara
tersebut dalam perawatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis beserta bangunan-
bangunan tua lainnya. Menunjukkan bahwa masyarakat Bengkalis khususnya
pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis amat menghargai sejarah. Pantai Pasir
Panjang di Pulau Rupat Berlokasi di Selat Malaka dan merupakan pantai kebangaan
dari 3 daerah di Pulau Rupat, yaitu Tanjung Medang, Tanjung Rhu dan Tanjung

Punak.

Tempat ini dapat dicapai dengan boat kecil yang dikenal dengan nama
‘pompong’ dari Dumai. Perjalanan akan memakan waktu selama 15 menit dengan
boat dan 45 menit dengan. kendaraan beroda dua (ojek). Jalur ini dilalui oleh boat
nasional dan pengunjung internasional karena keindahan pantai Rupat dan
pemandangan laut yang nyaman. Rencananya akan dibangun jembatan sepanjang
50 km untuk menghubungkan pulau ini dengan Malaka — Malaysia. Di pulau Rupat
juga dapat ditemukan komunitas suku terbelakang yang disebut dengan suku AKkit

yang melakukan berbagai atraksi untuk menghibur pengunjung.
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4.1.2. Kecamatan Rupat Utara

Kecamatan Rupat Utara merupakan salah satu kecamatan yang termasuk

dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Rupat Utara terdiri dari

628,50 K psa te \E as 300,00 Km? atau

sebesar 47

adalah bahasa Melayu Malaysia. B ata uang Ringgit pun bisa digunakan
sebagai alat transaksi. Namun, yang jadi daya tarik tersendiri di pulau ini adalah
pantainya nan luas yang mana langsung berhadapan dengan selat malaka dan
merupakan titik terdekat menuju negeri jiran Malaysia bahkan, turis asal malaysia

sering menginjak kaki di pulau Rupat menggunakan kapal cepat dan langsung
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bersandar di pantai. Hal ini tentu merupakan petunjuk buat pemda setempat untuk
memperhatikan potensi-potensi yang ada di pulau Rupat tersebut terutama di bidang

pariwisatanya.

No ] erempuan (orang)

Sumber:Data Olahan Penelitia

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk pada tahun 2019
untuk laki-laki berjumlah 1.184 orang dan penduduk perempuan berjumlah 1.198
orang, jika dibandingkan tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu untuk penduduk

laki-laki berjumlah 1.139 orang sedangkan perempuan 1.155 orang, dan berikut tabel
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tentang pendidikan masyarakat Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten

Bengkalis :

Tabel 1V.2 Tabel Jumlah Tingkat Pendidikan di Desa Teluk Rhu.

22

41

2

199 Orang

untuk dapat dilakukan perbaika a mensejahterakan masyarakat, apabila
akses jalan bagusbisa meningkatkan penghasilan masyarakat miskin agar hasil

pertanian nya dapat terjual ke tempat lain dengan harga yang lebih tinggi.
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Gambar 1V.1 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Teluk RHU Kecamatan Rupat Utara

RUDI KAMARUDI

Didalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, tolak
ukur Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya

baik itu berperan maupun tidak berperan dalam suatu pelaksanaan tugas dapat dilihat
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melalui beberapa variabelnya. Model peran yang dikemukakan oleh Levinson dalam
Soekanto (2009:212-213), menunjuk tiga variabel yang berperan penting dalam

pencapaian keberhasilan suatu peran, tiga variabel tersebut adalah role (aturan),

421.F

atus seseorang dan
terjadi apab a sesuai dengan

kedudukannya ¢ araturs i ahun 2016 Pasal

menunjukkan bz . an tela a seseorang dengan

kedudukan atau stz elah melaksanakan kev ewajibannya.

pandangan-pandangan mereka se ada implementasi kebijakan, pandangan-
pandangan yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan atasan mereka atau

pandangan-pandangan yang seharusnya dijadikan acuan.

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan

Aspirasi Masyarakat Desa Teluk Rhu dalam hal ini sudah teratur pada Peraturan
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Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan
Desa. Pada hakikatnya, para pelaksana kebijakan harus menyadari bahwa suatu
keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaanya telah dikeluarkan dan
wajib untuk melaksanakan. Jika _hal tersebut-diabarkan, .maka sering kali terjadi

kesalahan-kesalahan terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

Untuk faktor Role.(aturan) ini, peneliti menanyakan kepada Ketua RW 02
Desa Teluk Rhu vyaitu bapak “Montel’’.Menurut bapak apakah BPD sudah
melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti melakukan pengawasan kinerja kepala
desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan membuat serta

menyepakati peraturan desa? Kemudian bapak Montel'menjelaskan sebagai berikut: "

”Kalau saya lihat dalam_pelaksanaan.tugas BPD sebagai penyalur
aspirasi_masyarakat belum berjalan dengan baik, hal ini tidak lepas
koordinasi BPD dengan Kepala Desa yang belum baik, karena
komunikasi yang kurang sehingga .aspirasi yang seharusnya bisa
disalurkan dengan baik menjadi-tidak tersalurkan. Seperti kemarin kami
meminta pembangunan akses jalan desa BPD seolah-olah cuek dan
diam makanya kami langsung memberitahu kepala desa, dan dalam
menyepakati peraturan desa BPD telah mengikuti dalam penetapan
peraturan desa. yang diajukan pemerintah desa sebagai suatu
pemerintahan desa  namun program _kerja pembangunan desa kami
dalam perumusan BPD' desa kami.tidak di ikutkan secara penuh”.

Kemudian peneliti bertanya kepada Ketua BPD yaitu Bapak Rudi Kamarudin

beliau menjawab sebagai berikut :*°

"Wawancara dengan Ketua RW 02 Bapak Montel, Desa Teluk Rhu, Bengkalis. 22 April 2019
®\wawancara dengan Ketua BPD Bapak Rudi Kamarudin, Desa Teluk Rhu, Bengkalis 24
April 2019

91



“Saya sudah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat
tetapi saya mengakui tidak semua permasalahan yang ada pada
masyarakat diterima dan disalurkan kepihak desa. Dalam hal ini saya
tidak mengerti apa yang diberitahu masyarakat kepada saya dan
sejujurnya juga memang kami mengakui dari pihak BPD jarang
melakukan kunjungan kepada masyarakat. Dikarenakan, kami masing-
masing BPD sibuk kerja.untuk menafkahi keluarga.kami, kalau untuk
berharap pada gaji BPD maka bisa dipastikan keluarga kami
terbengkalai. Nah, hal ini juga harus kami fikir selain kesejahteraan
masyarakat, selain itu dari pihak pemerintah juga harus dapat
memberikan jaminan_kesejahteraan kepada kami. Gaji dan tunjangan
yang diberikan pemerintah desa dan pemberiannya pun juga terkadang
tidak menentu setiap bulan nya, selain itu kalau kami menyampaikan
kepada Kepala Desa tentang apa yang disampaikan masyarakat dalam
hal pembangunan jika terealisasikan maka yang dapat nama bukan
kami akan tetapi pihak Desa .

Hal senada juga disampaikan dalam wawancara peneliti bersama Kepala

Desa yaitu Bapak Mansur sebagai berikut:*

“Menurut saya selama jadi Kepala Desa di Desa Teluk Rhu ini dalam
menanggapi dan menyalurkan aspirasi masyarakat BPD masih kurang
maksimal. Hal ini terbukti dengan banyak masyarakat yang melaporkan
permasalahan-permasalahan mereka langsung kepada saya, dan ini
sudah pernah saya tanyakan kepada masyarakat mengapa mereka tidak
terlebih dahulu melapor kepada BPD, mereka mengatakan kalau
mereka langsung melaporkan kepada saya lebih cepat ditanggapi dari
pada melalui terlebih dahulu melalui BPD”.

Dari uraian diatas dapat dilihat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi
BPD masih kurang dilaksanakan.dengan optimal. Hal ini juga dikarenakan tunjangan
yang diberikan masih sangat minim sehingga BPD mencari kerja sampingan sehingga
membuat anggota BPD menomorduakan tugasnya, karena tunjangan yang diberikan

dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, selain itu kurangnya

8\Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Mansur, Desa Teluk Rhu, Bengkalis. 24 April 2019
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koordinasi dan komunikasi yang belum terjalin dengan baik antara Kepala Desa,

Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ketua RT 02 Desa Teluk

Rhu yaitu bapakHendrik Hidayat sebagai-berikut :*2

”Seperti yang saya lihat faktor yang menyebabkan tidak terlaksana
dengan baik fungsi BPD. radalah faktor pendorong, yaitu hubungan
kerja sama yang.'batk antara BPD ‘dengan, pemerintah desa yang
merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam  pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD, ya komunikasi-sebagai unsur
yang bermitra dalam menyelenggarakan pemerintah desa yang masih
kurang, dan menyadari adanya kedudukan yang sejajar dimana posisi
serta fungsi keduanya saling mendukung untuk terselenggaranya
pemerintahan di desa kami ini ”.

Dari pihak BPD yakni Bapak Maryono selaku anggota BPD menyatakan

sebagai berikut®:

“Kami sudah melaksanakan fungsi BPD tapi kami juga merasa masih
kurang terlaksana dengan baik dan pengawasan yang masih kurang,
dari sisi lain kami juga-merasa.tunjangan dan pendapatan kami sebagai
anggota BPD dan juga SK kami juga belum ada acuan yang jelas, hal
ini menjadi faktor yang mempengaruhi juga dalam memacu kinerja BPD
untuk menjadi lebih baik dan merupakan wujud pemerintahan terhadap
kami, dan kalau pun kami manyalurkan aspirasi ke Pihak Kepala Desa
pasti juga bukan kami yang dapat nama akan tetapi pihak Desa itu
sendiri”.

Dari jawaban tersebut seharusnya BPD juga kurang memperhatikan fungsi
dan tugas serta kebijakan desa dalam rangka meningkatkan kualitas kerja dalam

melaksanakan pelayanan masyarakat.

82\Wawancara dengan Bpk Hendrik Hidayat RT 04 Desa Teluk Rhu,Bengkalis 22 April 2019
8 Wawancara dengan Bpk Maryono Anggota BPD, Desa Teluk Rhu,Bengkalis22 April 2019
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Selanjutnya peneliti mewancarai Ketua BPD yaitu Bapak Rudi Kamarudin
saat dilantik apakah ada dijelaskan tugas dan fungsi BPD, kemudian apakah BPD
tersebut sudah disosialisaikan terkait tugas dan fungsinya, serta adakah program

pemberdayaan terhadap BPD;®*

”Sebenarnya untuk tugas dan fungsi BPD saat ini kami juga masih
bingung dikarenakan kurang nya sosialisasi mengenai tugas dan fungsi
BPD dalam menampung-dan menyalurkan. aspirasi masyarakat, untuk
program terkait pemberdayaan belum ada pemberdayaan terhadap kami
dalam pengembangan dan pelatihan kualitas khusus anggota BPD, dan
meningkatkan koordinasi antar anggota BPD dikarenakan itu juga kami
belum dapat mencapai keberhasilan peningkatan kualitas kerja”.

Selanjutnya Pendamping Desa yaitu Bapak Hafis menyatakan seperti di

bawah ini:

“saya sebagai pendamping desa dalam pemberdayaan yang penting
dilakukan oleh seorang pendamping terkait identifikasi permasalahan
menangani Desa Teluk Rhu ini yang memiliki karakter serta potensi
serta kekurangan dan kelebihan tentu tidak sedikit ditemukan
permasalahan. Jujur-saja, dalam. prakiek' perencanaan pembangunan
desa benar-bisa dikatakan menyedihkan karena hampir tidak efektif
seperti tertuang dalam peraturan yang berlaku”.

Dari hasil wawancara ketua BPD dan pendamping desa dalam hal
pemberdayaan terhadap anggota BPD belum ada, hanya sebatas program yang belum
terealisasikan, salah satu “faktor. Badan Permusyawaratan Desa tidak bisa
melaksanakan tugas dan fungsinya seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

#\wawancara dgn Bpk Rudi Kamarudin Ketua BPD, DesaTeluk Rhu,Bengkalis 22 April 2019
$\Wawancara dengan Pendamping Desa Bpk Hafis,ST, Desa Teluk Rhu,Bengkalis 24 April 2019
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Selanjutnya bapak Rudi Kamarudin menambahkan terkait aspirasi
masyarakat apakah berjalan sesuai dengan aturan atau tidak beliau menjelaskan

seperti berikut :*

”Kalau_boleh saya jujur memang ada beberapa dari.tugas dan fungsi
saya sebagal ketua. BPD di Desa Teluk Rhu yang  belum saya
laksanakan, hal ini saya sebagai ketua BPD yang seharusnya
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak lepas memang
dengan kesalahan,+ saya' " hanya-“merupakan koordinasi antara
masyarakat, perencanaan yang dilakukan dalam merancang peraturan
dan pemerintah desa. sebagali perancang peraturan = desa yang
disebabkan kurangnya komunikasi saya .dengan kepala desa dalam
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pendidikan
beberapa anggota masih minim serta sarana prasarana penunjang kerja
belum memadai dan rasa tanggung jawab yang masih kurang”.

Demikian juga yang dikatakan oleh bapak *Musyadi” dari masyarakat dari

desa Teluk Rhu terkait kinerja BPD beliau menjelaskan sebagai berikut.®’

”Ya untuk saat ini kinerja BPD masih kurang kami berharap kedepannya
BPD lebih memperhatikn masyarakat dan melakukan fungsi sesuai
dengan tugas yang telah-ditetapkan, kami sebagali masyarakat, kami
sendiri. bingung kadang ° katau melaporkan masalah-masalah
pembangunan akibat belum sinkron antara masyarakat dan BPD.. ".

Seperti yang peneliti ketahui dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
110 Tahun 2016 Pasal 31 Badan Perwakilan Desa mempunyai termasuk menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat .untuk desa Teluk Rhu belum menunjukkan

kinerja yang baik.

8 Wawancara dengan Bapak Rudi Kamarudin,Desa Teluk Rhu,Bengkalis 24 April 2019
8 Wawancara dengan Bapak Musyadi masyarakat Desa Teluk Rhu,Bengkalis22 April 2019
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Selanjutnya dikatakan oleh lbu ”Sarina” yakni sekretaris BPD Desa Teluk
Rhu. Faktor-faktor hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPD ?% ibu

Sarina menjawab sebagai berikut :

“Faktor-shambatan yang kami rasakan dalam pelaksanaan tugas BPD ini
ialah faktor yang menyebabkan tidak terlaksana dengan baik fungsi BPD
adalah kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD,
sarana dan prasarana, dan kurangnya SDM yang mengisi keanggotan
BPD belum mampu- menjalankan-“fungsi. kesekritariatannya maka
menjadi faktor.penghambat terbesar ketika“aspirasi masyarakat yang
berkembang hanya diterima melalui lisan tanpa dokumen atau arsip
yang dapat diajukan pada rapat antar desa inilah yang menyebabkan
tidak optimal fungsi BPD”

Dari Sekretaris Desa yaitu Ibuk Suhaili mengatakan sebagai berikut :*°

“Saya sebagai Sekretaris Desa pihak yang saya lihat salah satu faktor
yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas pokok BPD Desa Teluk
Rhu ini ialah kurangnya SDM yang masih rendah dimana sebagian
anggota BPD tidak mengetahui secara jelas tugas dan fungsinya
sehingga masih dibutuhkan arahan dan dan bimbingan dari pihak —
pihak yang dirasa mampu khususnya dinas pemberdayaan desa dan
lembaga .desa selaku= pihak yang ¢bertanggung jawab terhadap
pembinaan.  kelembagaan. " ‘Sehingga nantinya BPD memiliki
pengetahuan  yang lebih dan wawasan yang bagus tentang
pemerintahan sehingga mampu berkomunikasi dengan baik kepada
masyarakat maupun kepada pemerintah desa nantinya”.

Dari hasil wawancara peneliti di atas bersama informan terkait role (aturan)
peran BPD dalam menampung dan.menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Teluk
Rhu bisa dibilang tidak terlaksana dengan baik, dari jawaban kepala desa juga BPD
belum melaksanakan tugasnya dengan optimal dikarenakan BPD juga jarang

berkomunikasi dengan Kepala Desa sehingga tugas pokok dan fungsi BPD tidak

8 \Wawancara bersama Sekretaris BPD Ibu Sarina,Desa Teluk Rhu, Bengkalis. 26 April 2019
#\Wawancara dengan Sekretaris Desa Ibuk Suhaili, Desa Teluk Rhu, Bengkalis. 26 April 2019
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berjalan seperti aturan yang berlaku, dikarenakan BPD sibuk mencari nafkah jika
hanya mengharapkan gaji sebagai BPD tidak akan bisa memenuhu kebutuhan sehari-

hari karena gaji yang didapat dan tidak menentu sehingga BPD menomorduakan

melaksanaka , an prasarana juga
belum m yang mengisi

keanggotaa

4.2.2. Pers

(status).

Apabila seorang melaksana ak dan kewajibannya sesuai dengan
kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak
dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap

orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan

hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang

97



diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan
masyarakat kepadanya jadi, Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan

oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Dalam _hal Ini peneliti mewawancarai juga masyarakat yaitu bapak Munir
mengenai peran BPD dalam menampung aspirasi masyarakat.Kemudian dijelaskan

sebagai berikut:*

”Dariyang saya lihat peran BPD dalam menampung aspirasi
masyarakat belum baik, dimanasaya melinat peran BPD di Desa Teluk
Rhu ini-dalam menampung masalah jalan belum terlaksana dengan
baik, contoh saja dalam hal ini kita bisa lihat jalan-jalan yang ada di
Desa Teluk Rhu masih banyak belum bagus, seharusnya dengan dana
ADD masalah jalan bisa terbantu, kasihan kalau kitalihat akses jalan
yang ada di desa ni belum betul-betul bisa digunakan, apalagi akses
menuju tempat wisata-wisata yang tidak terurus dengan baik. ”

Selanjutnya dikatakan oleh masyarakat yaitu Bapak ”Rusli” yang kemarin
pernah berpartisipasi. dalam_menyalurkan aspirasi kepada BPD beliau menjelaskan

sebagai berikut:**

“Kalau saya lihat sewaktu saya menyalurkan aspirasi kepada BPD juga
belum terlihat peran BPD kami berharap pembangunan di desa kami ini
lebih baik karena jalan akses penting yang.setiap hari kami melewati
terutama untuk  anak-anak pergi sekolah karena akses jalan yang
kurang baik kadang terlambat ‘apabila hujan turun sehingga jalan sulit
untuk dilalui dan saya juga sebagai petani juga bisa menjual hasil tani
kami dengan harga yang lebih tinggi, akan tetapi dalam hal ini saya
dapat maklumi dengan kinerja BPD yang serba kekurangan baik hal
administrasi dan perkantoran yang tidak jelas. Semoga ini bisa menjadi
tambahan yang bagus untuk Desa kami”

“\Wawancara dengan Bapak Munir, MasyarakatDesa Teluk Rhu, Bengkaslis. 27 April 2019
°1 Wawancara dengan Bapak Rusli masyarakat Desa Teluk Rhu,Bengkalis. 27 April 2019
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Dari informasi yang peneliti dapatkan di lapangan hal ini disebabkan karena
kurangnya kesadaran dari Anggota BPD tentang peranannya serta tanggung jawab

sebagai lembaga legislatif tingkat desa.

Berikut.hasil wawancara peneliti-dengan tentangsarana dan prasarana yang
ada, apakah sudah membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD?*oleh

Anggota BPD”Maryono”kepada-peneliti.?

”Dalam hal sarana dan prasarana di desa ini masih-minim seperti
tempat atau kantor sebagai pusat kegiatan. Tidak adanya tempat khusus
bagi BPD sebagai pusat kegiatan administratif layaknya lembaga
legislatif lainnya, fasilitas operasional juga menjadi faktor berpengaruh
demi Kkelancaran kinerja BPD. Meskipun BPD hanya bekerja dalam
skala desa, hal ini juga menjadi faktor yang berpengaruh sarana dan
prasarana yang ada di desa Teluk Rhu masih kurang memadai seperti
tempat dan ruang kantor sendiri dan tidak bergabung kepada kantor
kepala desa sebagai mitra kerjanya. Kami juga ingin mempunyai ruang
kantor sendiri .

Dalam pendukung suatu pelaksanaan kebijakan hal yang perlu diperhatikan
adalah fasilitas, yaitu penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang Kinerja

anggota BPD baik itu kantor maupun kendaraan operasional.

Hasil keterangan dari beberapa informan sudah jelas menggambarkan tentang
peran BPD dalam menampung.dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan di
dukungnya oleh fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintahan dalam

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarkat ini belum terlengakapi, contohnya

®2\Wawancara dengan anggota BPD yaitu Bapak Maryono, Desa Tluk Rhu, Bengkalis 22
April 2019
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sampai saat ini Badan Permusyawaratan Desa belum mempuyai kantor sendiri, serta

perlengkapan administrasi yang belum baik.

Selanjutnya dijelaskan juga oleh Pendamping Desa yakni Bapak Hafis, yakni

sebagai berikut:*

”Sebagai tenaga pendamping Desa Teluk Rhu ini saya sadari kapasitas
dan kompetensi saya “bukanlah ‘sebagai penentu atau penilai suatu
keberhasilan desa‘secara komprehensif dan-objektif yang penilaiannya
bisa dipertanggungjawabkan, saya hanya seorang pengabdi, secara
terbuka dan bersifat informatif-naratif sebagai tenaga pendamping
dalam prakteknya di lapangan yang saya pantau, saya ini bisa dibilang
pelayan desa yang juga berjuang dalam melaksanakan fungsi dan tugas
pokok sebagai mana Permendesa No. 3 tahun 2015 dari yang saya lihat
di lapangan dari sini bukannya kurang minat partisipasi masyarakat
dalam menyalurkan aspirasi mereka, melainkan BPD. juga bingung
dalam melaksanakan tugas mereka”.

Selanjutnya peneliti mewawancarai masyarakat yakni masyarakat Desa Teluk

Rhu bapak Atan Ahmad yang harus diperbaiki BPD supaya dalam melaksanakan

tugas berjalan dengan baik?"* :

“Ya kami berharap BPD lebih mendengarkan aspirasi kami karena kami
sudah mulai bosan kami hanya ingin ada pembangunan dan akses jalan
di Desa kami ini dan BPD tidak hanya diam dan lebih merespon
keinginan kami ini”".

Selanjutnya dari RT 05 yaitu Bapak Budiman juga mengatakan sebagai berikut :*

“Saya lihat koordinasi BPD dengan masyarakat bisa di bilang masih
kurang dan lemah bahkan dikatakan tidak berpengaruh apa-apa dalam
proses pemerintahan dan pembangunan terhadap desa kami, selain itu
saya lihat kordinasi antara BPD dan Kepala Desa juga belum terlaksana

% Wawancara dengan Hafis, selaku Pendamping Desa Teluk Rhu, Bengkalis 24 April 2019

% Wawancara dengan masyarakat Bpk Atan Ahmad, Desa Teluk Rhu, Bengkalis 27 April
2019

*Wawancara dengan masyarakat Bapak Budiman, Desa Tluk Rhu, Bengkalis 27 April 2019
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dengan baik, hal ini dapat kita lihat tidak sinkronnya pembangunan yang

disampaikan dan dibangun oleh pihak Desa, contohnya jalan yang

paling dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari — hari
seharusnya dibangun dulu akan tetapi malahan jalan gang kerumah —
rumah yang dibangun”.

Berdasarkan informasiyang peneliti_peroleh dari inferman tersebut dalam hal
personal- (individu) dapat dilihat bahwa Peran BPD Dalam Menampung Dan
Menyalurkan - Aspirasi Masyarakat’ Desa/ Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara
Kabupaten Bengkalis dapat dikatakan dalam pelaksanaanya belum baik, hal ini
terbukti dari aturan dan personal banyak masyarakat menilai bahwa peran BPD dalam

pelaksanaan belum maksimal hal ini bukan karena selain kurang didukungnya sarana

dan prasarana akan tetapi kordinasi antara BPD dan masyarakat yang kurang baik.
4.2.3. Struktur Sosial

Struktur sosial masyarakat sangatlah mempengaruhi berhasil atau tidaknya
suatu kebijakan, adanya dukungansterhadap suatu kebijakan oleh para pelaksana,
masyarakat, aparatur pemerintahan, serta lembaga-lembaga yang ada di daerah
tersebut termasuk” BPD. 'Peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat Desa Teluk Rhu sangat menentukan: sekali keberhasilan suatu desa.
Dukungan dapat berupa tanggapan positif dari aparatur pemerintah Desa, masyarakat,
lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta dan pihak-pihak lain yang dianggap
mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Dukungan juga dapat

berupa motivasi dan semangat dari pihak-pihak yang dianggap sangat menentukan
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atau yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan-kebijakan di Desa.Dukungan dari

aparatur pemerintah dapat kita lihat melalui:

1. Dukungan aparat dalam memfasilitasi, yaitu kemampuan/daya dari aparat
pemerintah-desa/kecamatan untuk-memfasilitasi kelancaran kegiatan-kegiatan
seperti menyediakan fasilitas Sekretariat dan gedung untuk pertemuan-
pertemuan/aula, rapat; serta- memfastlitasi terselenggaranya. musyawarah desa
dan Rapat Koordinasi Pemerintah Desa serta kegiatan-kegiatan lainnya. Dalam
kegiatan ini, kapasitas aparat dalam memfasilitasi kelancaran kegiatan BPD telah
tergambar dari keterangan yang peneliti peroleh dari Bapak Mansur selaku

Kepada Desa Teluk Rhu

2. Dukungan aparat dalam mendukung kegiatan, yaitu kemampuan daya dari aparat
pemerintah Desa dalam mendukung kegiatan-kegiatan BPD baik secara langsung
maupun tidak langsung. Dukungan, aparat pemerintah dapat berupa motivasi serta
kemudahan-kemudahan yang diperoleh oleh masyarakat desa serta BPD dalam

menjalankan tugas dan fungsi pembanguan kearah positif.

3. Dukungan aparat melakukan pendampingan, yaitu suatu kemampuan daya dari
aparat pemerintah desa/kecamatan untuk melakukan pendampingan kepada tim
pelaksana dan masyarakat dengan melihat langsung ke lapangan mengerjakan
pembangunan prasarana, agar terciptanya rasa tanggungjawab dan motivasi dalam
melaksnakan kegiatan-kegiatan BPD dalam menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat Desa Teluk Rhu.
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Kapasitas dan dukungan dari aparat pemerintah Desa yang dilihat dari
dukungan memfasilitasi, dukungan kegiatan dan dukungan dalam melakukan
pendampingan dapat diketahui dari hasil wawancara peneliti dari yaitu Bapak

Budiman, selaku .RT 05 DesaTeluk Rhu.*®

Bagaimana menurut Bapak yang saat ini BPD menjabat selama 6 tahun
apakah sudah ada perubahan-perubahan' yang, signifikan yang dilakukan BPD saat

ini?°” Bapak Budiman menjawab sebagai berikut :

”Sampai dengan saat ini BPD belum dapat melaksanakan perannya
dengan baik, terbukti belum ada pembangunan yang dilakukan yang
menjadi tangung jawab BPD di Desa Teluk Rhu ini ...”.

Selanjutnya Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Bapak Salbaini seperti di

bawah ini:

“Dalam menopang pembangunan di Desa Teluk Rhu kami Lembaga
Swadaya = Masyarakat sudah = berupaya dalam™ menjembatani,
memperjuangkan, dan- membela> kepentingan rakyat dari program
pembangunan demi kepentingan masyarakat,  namun dalam
menjalankan fungsi kami perlu juga kerja sama bersama BPD .

Dari info yang peneliti dapatkan dari wawancara di atas selama BPD menjabat
dari masyarakat sendiri . belum ada terlihat. perubahan yang dilakukan oleh
BPD.Untuk mengetahui kondisimasyarakat saat ini terkait kinerja BPD. Berikut hasil

wawancara dengan Masyarakat yaitu Bapak Syafrudin sebagai berikut®:

*Wawancara Kt RT 05 Bpk Budiman,Desa Teluk Rhu, Bengkalispada tanggal 27 April 2019

"Wawancara dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Bapak Salbaini, Desa Teluk Rhu,
Bengkalis. 27 April 2019

®\Wawancara dengan masyarakat Bapak Syafrudin, Desa Tluk Rhu, Bengkalis. 27April 2019
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“Menurut saya kinerja BPD saat ini belum menunjukkan hasil apa-apa,
karena dalam menampung dan menyalurkan aspirasi kami saja BPD
tidak ada terlihat datang ke desa kami ini”.

Dari kondisi masyarakat saat ini dari wawancara peneliti BPD belum ada
terlihat apalagi untuk menampung aspirasi masyakakat Desa. Teluk Rhu. Selanjutnya
adalah terkait apa yang harus dilakukan BPD dalam melaksanakan tugas agar
berjalan dengan baik. Hal ini_dapatidilihat-dari wawancara seperti di bawah ini yaitu

Bapak Yusufyaitu :

“Kami masyarakat Desa Teluk Rhu berharap BPD bisa lebih
menjalankan perannya dengan baik terutama dalam menampung dan
menyalurkan aspirasi kami karena kami hanya ingin adanya
pembangunan di desa terutama akses jalan, akses jalan merupakan
kebutuhan kami dalam bekerja dan kebutuhan anak-anak kami dalam
menuntut ilmu”.

Dari wawancara diatas peneliti mewawancarai tokoh masyarakat suku melayu
terkait peran BPD dalam menampung dan menyalurkan dan aspirasi masyarakat yang

terutama suku melayu 2. Bapak.menjawab seperti‘berikut ini %

“kalau menurut saya hal ini saharusnya mudah dikarenakan BPD
mayoritas semua masyarakat melayu, jadi menurut saya kendalanya
tinggal pengatahuan SDM masyarakat dan BPD saja yang harus
diperbaiki, ‘sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bisa
terlaksana dengan baik™.

Dari hasil penelitian Peran "‘BPD._Dalam Pelaksanaan Menampung dan
Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis dari
jawaban informan terkait struktur sosial dalam pelaksanaannya belum mengikuti

aturan yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

*Wawancara dengan masyarakat Bapak Yusuf, Desa Tluk Rhu, Bengkalis. 27 April 2019
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Tentang Badan Permusyawaratan Desa belum terlaksana dengan baik, dan dalam hal

ini peran BPD belum bisa dirasakan masyarakat.

Hal ini dapat kita lihat dari hasil wawancara diatas secara keseluruhannya

esa Teluk Rhu

Peraturan Menteri

mengakomodir aspira akat desa dalam pembangunan di Desa
Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara.

2. Budaya organisasi pemerintah desa yang masih cenderung tertutup dan
tidak mau mengedepankan partisipasi masyarakat desa dalam mengambil

keputusan atau proses kebijakan pembangunan desa
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3. Budaya masyarakat desa yang tidak bersikap kritis dalam melakukan
monitoring pembangunan desa baik fisik maupun budaya bahkan

cendrung bersikap apatis. Sistem ini terus berkembang sehingga akhirnya

nya sosialisasi serta

ingga mengahambat

Karekter Kepemimpinan. untuk mengelola sistem pemerintahan pada situasi
organisasi desa yang terbuka dan sedang membangun seperti Desa Teluk Rhu,
dibutuhkan karekter kepemimpinan yang transformasional. cakap dalam

mengakomodir beraneka potensi dan masalah yang berkembang ditengah-tengah
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masyarakat kemudian memprosesnya dalam sebuah sistem politik lokal sesuai
dengan harapan dan cita-cita masyarakat desa. dalam teori sistem institusi desa
seperti BPD sama dengan kotak hitam (black box) dimana tempat mengidentifikasi
masalah dan potensi- desa, mengumpulkan. dengan berbagai cara dan pendekatan
“termasuk seni berkomunikasi dan melakukan pendekatan” sehingga ancka informasi
yang berguna berkaitan dengan =aspirasi fasyarakat desa dapat terhimpun sebelum
dibuat proses pengambilan keputusan melalui wacana resmi pembangunan desa
“musrenbang desa” sehingga dihasilkan produk aturan dan kebijakan sebagai output
yang berguna bagi kemajuan desa.

Semestinya Ketua BPD menampilkan pola_menghimpun informasi yang
sederhana setidak-tidak membina sikap terbuka dan mampu.berkolaborasi dengan
masyarakat setempat atau sesama pengurus BPD. Dalam penelitian ini didapati
bahwa tipologi Ketua. BPD _cendrung kurang smembangun komunikasi dengan
masyarakat, sehingg banyak keputusan desa dibawah dominasi kepala desa. salah
satu faktor yang sangat signifikan adalah pengalaman politik ketua BPD dan tipologi
kepemimpinan yang cendrung tertutup sehingga..kurang membangun Kkarekter
kolaborasi dengan berbagai potensi ‘desa. akibatnya proses politik dalam
pembangunan desa tidak tersalurkan.

Secara organisasional nampak bahwa dinamika BPD di DesaTeluk Rhu
kecamatan Rupat utara tidak dinamis. jarang antara para pengurus BPD berembuk
mulai dari rahap awal pra perencanaan pembangunan desa sampai upata menetapkan

keputusan Desa. padahal banyak peraturan desa yang boleh dibuat dalam rangka
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mengembangkan desa Teluk Rhu sebagai desa Wisata di Provinsi Riau. kondisi
organisasi BPD statis dan suasana ke organisasi tidak hidup dan tidak berkembang.

Kemungkinan iklim ini sebagai pemicu kurang tersalurnya aspirasi masyarakat

mundurnya sister intahan sangat di ten €] a sistem pemerintahan
atau sistem po akap dalam menetapkan kebijakan y ¢ “good policies
Jesa setempat yang

a Teluk Rhu sebagai

berkembangnya institusi ini didukung oleh teknik organisasi dan potensi
masyarakat setempat. hanya saja iklim dan budaya masyarakat dengan
kepengikutan yang tinggi, terbuka dan patuh kurang dimanfaatkan oleh Ketua

BPD.

108



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Persoalan peranan selalu dituntut oleh masyarakat dalam mengeloa
kepentingan mereka namun persoalan ini tidak terlepas dari sosok individu dan

karekter kepemimpinan yan ditampil oleh ketua BPD. dalam hal ini kondisi

desa “Kades”

h.BPD adalah kondisi

ama ini baik dalam

lain seperti.

Faktor struktur sosial masyarakat setempat juga berpengaruh terhadap
berkembang atau tidaknya institusi BPD di desa Teluk Rhu. pada umumnya
masyarakat disini mayoritas bekerja sebagai nelayan tradisional, yang waktu

kehidupannya dihabiskan ke laut. sebagiannya lagi hidup sebagai pedagang

109



tradisional menyeberang ke negara tetangga Malaysia. hal ini terjadi karena
geografi desa Teluk Rhu yang berada di bibir selat Melaka dan jaraknya relative
dekat dengan negara tetangga tersebut.

Semenjak.«dahulu masyarakat disini-kehidupannya. banyak berafiliasi ke
negara semenanjung sehingga banyak perkembangan pembangunan dan kebijakan
pemerintah yang kurang -mereka: ikuti.s dalam hal menonoton televise dan
mendengar radio suara telivisi dan radio Malaysia dan Singapur lebih jelas dan
lantang. persoalan lain adalah kesamaan sosial dan budaya sehingga tanpa
disadari faktor kebiasaan sehari-hari ini menimbulkan kurangnya antusiasme
mereka mengikuti perkembangan pembangunan  nasiona. semestinya dalam
kondisi seperti ini baik pemerintah desa maupun BPD semakin mengintensifkan
komunikasi pembangunan dan membangun partisipasi public dalam proses
kebijakan dan pembangunan desa.

Faktor lain yang juga semestinya menjadi pertimbangan penting adalah faktor
latar belakang dan ekonomi masyarakat yang kadangkala perlu dirangsang
“stimulant” untuk ikut aktif berpartisipasi. buka sebaliknya pasif dan menunggu
kehadiran masyarakat. padahal kondisi.masyarakat yang latar belakang sosial
ekonomi relative rendah perlu menampilkan karekter BPD yang proaktif dalam
rangka menampilkan tipologi pemerintahan desa yang Good Governance”.
apabila kondisi saling menunggu seperti ini dibiasakan dan diteruskan, maka
dikhawatirkan potensi-potensi yang ada di desa ini tidak mampu dikembangkan

untuk dijadikan sebagai sumber kesejahtraan masyarakat setempat .
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Persoalan lain yang juga tidak kurang pentingnya kemampunan BPD
mengubah paradigma masyarakat desa menjadi masyarakat yang partisipatif

merupakan bekal atau modal awal melahirkan masyarakat desa yang civil society.

perlu diben gka menyiapkan mereka

a 1he “
Q““‘ .Q hal ini penting

tepi selat Melaka

o
e

masyarakat Rupat
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Olef

o
g
o
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

mengeluarkan ~sua > 03 : syawaratan Desa,

seharusnya 1 a sa mengatur tentang

tersebut, hal ini bukan semata- alahan BPD, namun dari semua pihak
Pemerintah Desa. Personal (individu) dalam hal ini komunikasi antara BPD dan
masyarakat belum terlaksana dengan baik, akibat kurangnya komunikasi antara BPD
dan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat menjadi tidak tersalurkan dengan baik.

Struktur Sosial dalam hal ini kondisi Badan Permusyawaratan Desa dalam
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menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum bisa dirasakan masyarakat
secara keseluruhan, karena BPD yang belum mengetahui tugas dan fungsinya

sehingga apa yang disalurkan masyarakat terkait pembangunan tidak berjalan dengan

‘\\\\\\‘ 'o,.

kanhasil’ i 3 ut peneliti ada

beberapa ak tentang Peran

BPD dala Desa Teluk Rhu

Kecamatan Rupe : aten B aran tersebut sebagai

berikut :

' ﬁ an_dengan adanya kebijakan daerah
LI Ny
akan mempermuda Permusyawaratan Desa yang ada di
Kabupaten Bengkalis.
2. Kepada BPD

BPD diharapkan dapat lebih memahami dan mengetahui seluruh

kebutuhan dari masyarakat terutama dalam hal pembangunan agar tidak
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ada lagi kurangnya komunikasi antara BPD dan Kepala Desa dalam

melaksanakan tugas pokok yang belum dilaksanakan serta perlu adanya

kesadaran bagi anggota BPD agar lebih sering hadir di kantor desa untuk

unversitas untuk melakukan sosialisasi tentang tugas dan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa.

4. Kepada masyarakat

Masyarakat diharapkan agar dapat lebih memberikan dukungan/partisipasi

kepada BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPD.
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Masyarakat juga mempunyai peran dalam pelaksanaan Badan
Permusyawaratan Desa, seperti terus mengikuti peraturan yang ada

dengan manyalurkan aspirasi sesuai tahapannya, sehingga peran Badan
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